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Title Here

Kontrol Yudisial terhadap

Pejabat Pemerintahan?

Memastikan bahwa pengadilan melakukan 

koreksi atas praktik penggunaan wewenang 

yang tidak sejalan dengan tujuan wewenang 

diberikan dan menegakkan pada tingkat yang

sejalan dengan prinsip-prinsip

good governance.

HAN merupakan instrumen yuridis

bagi pengadilan dalam memberikan

perlindungan hukum bagi warga

masyarakat atas tindakan

penggunaan wewenang yang

menyimpang.



Administrative 
Procedure Act 
(APA)

Kontrol yudisial merupakan sarana mencegah

timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas

pemerintahan

Kontrol yudisial merupakan salah satu ciri pokok

dari tugas badan peradilan yaitu melakukan

penilaian (toetsing) tentang sah/tidaknya suatu

perbuatan pemerintah.

Kontrol yudisial merupakan kewenangan badan di

luar kekuasaan pemerintahan (pengadilan) untuk

menjaga tindakan administratif dalam batas-batas

hukum

Kontrol yudisial mengawasi tindakan pemerintah

bukan saja terhadap keputusan yang dibuatnya, 

tetapi juga hal- hal di luar keputusan itu termasuk di

dalamnya judicial review.

Kontrol Yudisial dan Administrasi

Pemerintahan
Kontrol yudisial mengimplikasikan

warga negara dapat ‘menantang’

tindakan administrasi yang salah di

forum pengadilan

Tujuan utama kontrol yudisial

adalah untuk melindungi hak

dan kebebasan warga negara

dengan memastikan legalitas

tindakan administratif

Tujuan akhir kontrol yudisial

atas tindakan administratif

adalah memastikan legalitas

mereka dan dengan demikian, 

melindungi warga dari

pelanggaran hukum, hak

konstitusional, dan hak-hak

lainnya.



PENGADILAN DAN DEMOKRASI

KONSTITUSIONAL

Pengadilan di negara-negara demokrasi konstitusional 

dirancang sebagai ‘wasit’ yang bermanfaat bukan hanya 

mencegah dan menghukum pihak-pihak yang melanggar 

hukum, melainkan juga melindungi hak-hak warga negara 

(Stephan Levitsky dan Daniel Zibblat, 2019)

Pengadilan dipercaya sebagai institusi yang menjaga 

kelangsungan demokrasi konstitusional sekaligus 

menghindarkan demokrasi dari erosi, tragedi, dan degradasi 

konstitusional (Yvonne Tew, 2020)

Pengadilan di banyak negara memainkan peran aktif dalam 

memantau penyelenggaraan negara oleh cabang kekuasaan 

lain, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memastikan 

bahwa checks and balances tetap berjalan dan berlaku 

efektif (Tom Ginsburg dan Mila Versteeg, 2020)



THE THREE CORNERSTONES OF MODERN STATE
(by: Henk Addink, 2010)

M.C. Burkens:
▪ Legality;

▪ Division of powers;

▪ Protection of fundamental

rights;

▪ Judicial control.

• GG is a norm for the government and a 
right for the citizens in which more 
specific conditions have been formulated.

• Elements of GG are: properness,

transparency, participation, effectiveness,
accountability, and (economic, social, 
cultural) human rights.

▪ Equality: all citizens being

equal before the law and

having equal access to

power.

▪ Freedom: The freedom of

its citizens is secured by

legitimized rights and

liberties.

• For the legislator: the Principles of Good Legislation; 
• For the administration: the Principles of GoodAdministration; and

• For the judiciary: the Principles of Good Procedures.

“...there are more 
corruption cases than 
penal law court decisions 
on corruptions. The 
administrative law 
approach in corruption 
policy was underestimated 
for a long time”.



RED LIGHT THEORY GREEN LIGHT THEORY

Sejarah Gagasan Perlunya UU

Administrasi Pemerintahan

• Di Amerika Serikat, pasca Great Depression (1930-an), di bawah Presiden Franklin D.

Roosevelt membentuk lembaga-lembaga negara guna mempercepat rakyat AS keluar

dari kesulitan ekonomi. Namun, ketiadaan standar prosedur pelayanan menimbulkan

kesulitan antar- lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

• Pada 1939, Roosevelt meminta Jaksa Agung Frank Murphy membentuk sebuah komite

untuk menyelidiki praktik dan prosedur dalam hukum administrasi Amerika dan

menyarankan perbaikan.

• Laporan Komite Murphy: (1) Ada 51 lembaga federal. 11 lembaga dibentuk (UU) sebelum

Perang Saudara (1865-1900), 6 lembaga baru diciptakan, terutama Komisi Perdagangan

Interstate pada tahun 1887 dalam menanggapi kritik luas dari industri kereta api. Pada

1900-1930, 17 lembaga dibentuk (UU), dan 18 lembaga yg didirikan selama tahun 1930-

an sebagai bagian dari New Deal Roosevelt; (2) Perlu membuat UU tentang Prosedur

Administrasi sebagai standar prosedur pelayanan kepada masyarakat.



NOMENKLATUR
Negara (Tahun) Judul

Spanyol (1889) Azcárate Law

Austria (1925) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

AS (1946); Hungaria

(1957); Philipina (1987)

Administrative Procedure Act (APA)

Portugal (1977) General Administrative Procedure Act (GAPA)

Polandia (1960) Code of Administrative Procedure

Italia (1990) Administrative Code

Jerman (1976) Verwaltungsverfahrens-gesetz

Jepang (1993) Administrative Procedure Law (APL)

Belanda (1994) Administratief Wet Bestuursrecht (AWB); 
General Administration Law Act (GALA)

Indonesia (2014) Administrasi Pemerintahan



UU Administrasi Pemerintahan

Administrative 
Procedure Act 
(APA)

Administratief Wet 
Bestuursrecht (AWB)



4 Tujuan Pokok APA



4 Tujuan Pokok AWB



TEORI HAK MENGATUR ADMINISTRASI NEGARA
(by: Carol Harlow & Richard Rawlings)

RED LIGHT THEORY GREEN LIGHT THEORY

● Tidak ada perbedaan antara 

warga dan administrasi

negara

● Peran minimalis, paham 

laissez- faire dan legal formal 

(positivisme)

● Prosedur ketat dan 

kewenangan tertentu yang 

sesuai peraturan (intravires)

● Judicial control terhadap

executive power.

● Pengaruh politik dan sosial 

terhadap hukum tidak dapat 

dihindari.

● Peran maksimal, paham 

welfare state, dan legal 

realism (functionalist)

● Pengembangan model 

governance yang lebih 

bersahabat (more congenial)

● Kewenangan pemerintah 

diperluas (membuat 

peraturan dan pengawasan 

sendiri)



MORALITAS PEMERINTAHAN
Gagasan tentang pemerintahan yang baik juga 

dikembangkan sebagai pelengkap dari gagasan 

pemerintahan deontologis dengan nilai etika dan

moralitas publik yang kuat.

Menurut Maurice Haurio, pemerintahan yang baik 

mampu mengantisipasi perluasan cakupan dari 

penyalahgunaan wewenang (Recours pour excès de 

pouvoir/REP) yang secara langsung terkait dengan 

gagasan moralitas administratif, yaitu sebuah cara 

introspeksi pemerintahan untuk mengevaluasi 

moralitas administratifnya.

Bagi Hauriou, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

bertugas untuk menegakkan pemerintahan yang baik

tersebut.

Sumber: Maurice Hauriou, Précis de droit 

administrative et de droit public, réimp.,  12ed Paris,

Dalloz, coll.Bibiliothèque Dalloz, 2002 (1ère ed.: 1933)



PEDOMAN FUNGSI PUBLIK

Menurut Juli Ponce Solé, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, prinsip 

hukum yang umum dan klasik seperti: legalitas, larangan penyalahgunaan 

wewenang, larangan kesewenang-wenangan, objektivitas, proporsionalitas, 

kesetaraan, dan imparsialitas dapat diartikan atau ditafsirkan kembali guna 

memberikan pedoman yang positif tentang bagaimana fungsi publik dilaksanakan 

dalam kaitannya dengan tindakan hukum, ataupun tindakan faktual.

Sumber: J. Ponce Solé. “Good Administration and 

European Public Law. The fight for quality in the field of 

administrative decisions”, European Review of Public Law, 

vol . 14, No. 4, 2002.



URGENSI UU AP

Kebutuhan untuk menjamin standar proses pengambilan 

keputusan/tindakan serta membangun sistem komunikasi timbal 

balik antara warga negara dan Pejabat Pemerintahan dalam
kerangka reformasi birokrasi

Kebutuhan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang 

melayani, efektif, dan efisien, serta mencegah praktik KKN sebagai 

upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance)

Kebutuhan menjamin keberpihakan negara kepada warga negara 

sebagai subyek dalam administrasi pemerintahan dan 

memberikan perlindunagn hukum yang sama kepada warga 

negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka negara hukum
demokratis

KONTROL YUDISIAL

DAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Menciptakan kepastian hukum

Mencegah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang

Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan

Menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan

Maksud dan Tujuan

UUAP
Dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi

Badan/Pejabat Pemerintahan, Warga Negara, dan

pihak-pihak lain yang terkait dengan AP dalam upaya

meningkatkan kualitas pemerintahan

Memberikan perlindungan hukum kepada warga 

negara dan aparatur pemerintahan

Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menerapkan AUPB

Memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada warga masyarakat



Penyalahgunaan Wewenang

✓
▪ Abuse of power
▪ Détournement du pouvoir
▪ Abusu potestatis
▪ Misbruik van mogendheid
▪ Abuso di potere
▪ Machtmissbrauch



KETENTUAN PREVENTIF DALAM UUAP



LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG



MELAMPAUI
WEWENANG

Melampaui Masa 

Jabatan atau Batas 

Waktu

Melampaui Batas 

Wilayah

TIDAK SAH

BERTINDAK 
SEWENANG-WENANG

Tanpa Dasar 

Kewenangan

Bertentangan dengan 

Putusan Pengadilan 

yang Memiliki 

Kekuatan Hukum 

Tetap

TIDAK SAH

MENCAMPURADUKKAN 
WEWENANG

Di Luar Cakupan 

Bidang atau Materi 

Wewenang

Bertentangan dengan 

Tujuan Wewenang

DAPAT DIBATALKAN

LARANGAN 

PENYALAHGUNAAN 

WEWENANG



PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN 

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

APIP

Tidak terdapat
kesalahan

Terdapat
kesalahan

administratif

Terdapat kesalahan
administratif yang 

menimbulkan
kerugian keuangan

negara

Penyempurnaan
administrasi sesuai
dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan

Dilakukan pengembalian
kerugian keuangan negara 
max. 10 hk terhitung sejak

diputuskan dan diterbitkannya
hasil pengawasan

Dibebankan kepada Badan 
Pemerintahan, apabila

kesalahan administrative 
terjadi bukan karena adanya

unsur penyalahgunaan
wewenang

dibebankan kepada Pejabat
Pemerintahan, apabila

kesalahan terjadi karena
adanya unsur penyalahgunaan

wewenang.



PENGUJIAN DUGAAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada

atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan

oleh pejabat pemerintahan



ABUSE OF POWER PROHIBITION

Abuse of power prohibition diperlukan agar otoritas 

administratif menggunakan wewenang untuk membuat

keputusan tidak lain selain untuk tujuan yang diberikan dari 

wewenang tersebut.

Di Belanda, prinsip ini telah dikodifikasi dalam Pasal 3:3

Algemene wet bestuursrecht (General Administrative Law

Act/GALA). Dalam kasus-kasus hukum di Belanda, empat

aspek prinsip telah dikembangkan, yaitu:

a) penggunaan wewenang berlawanan dengan tujuan 

wewenang tersebut;

b) penggunaan wewenang untuk tujuan yang salah;

c) penggunaan wewenang yang tepat; dan

d) penggunaan wewenang konsisten dengan tujuan.

Beberapa literatur terkadang menyamakan antara 

“penyalahgunaan wewenang” dengan “penyalahgunaan 

diskresi”. Padahal, dalam praktiknya merupakan kedua hal

yang berbeda (ilegalitas versus irasionalitas). Sumber: G.H. Addink, Good governance. Concept and 

context, Oxford: Oxford University Press, 2019.



ARBITRARINESS PROHIBITION

Arbitrariness prohibition mensyaratkan bahwa keputusan 
administratif dihasilkan dari pertimbangan atas kepentingan 
untuk menghindari hasil yang tidak wajar.

Di Belanda, prinsip ini dapat ditemukan di Pasal Pasal 3:3
Algemene wet bestuursrecht (General Administrative Law
Act/GALA). Secara umum, aspek-aspeknya dapat
diidentifikasi dalam prinsip:

a) kesewenang-wenangan dalam konteks cara bertindak
pemerintah yang jelas tidak wajar;

b) terlihat tidak wajar yang berarti bahwa penyeimbangan 
kepentingan dilakukan oleh pemerintah, tetapi hal ini
tidak terbukti dapat diterima;

c) Tidak dapat dilakukan dalam kewajaran, sebuah 
rumusan di mana terdapat situasi judicial review secara 
marjinal;

d) Dalam keadilan (in fairness), yang berarti interpretasi
yang lebih substansial yang wajar dalam arti sempit dan 
adil.

Sumber: G.H. Addink, Good governance. Concept and 

context, Oxford: Oxford University Press, 2019.



Di Inggris, prinsip arbitrariness prohibition ini dikenal sebagai "Wednesbury Unreasonableness". Prinsip

ini diukur dengan menggunakan situasi yang irasional sehingga tidak ada pejabat pemerintah yang bisa 

sampai pada kesimpulan yang sama.

WEDNESBURY UNREASONABLENESS
Associated Provincial PictureHousesLtd vWednesbury Corporation (1948) 1KB223)



SKEMA PENGENDALIAN

Administrative control 

Management control 

Self control

Judicial control

Preventive / Ante-Factum

Repressive / Post-Factum

o Preparatoir x Condemnatoir

o Premium x Ultimum Remedium

o Cost and Benefid

o i⁵ judiciary, ICT² dan TTD.

o Ultimate Goal
o Virtue



JOHN LOCKE

“Everybody can do anything
but that which is forbidden by

law , and the state may do
nothing but that which is

authorised by law”.



TERIMA KASIH
mguntur.id⎮guntur@unhas.ac.id

mailto:guntur%40unhas.ac.id

